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ABSTRAK 

NASRULLAH, (2023): Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dengan 

Pemberatan karena Hubungan Kerja Di 

Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri 

Hilir 

  

Tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja yaitu perbuatan 

seseorang yang memiliki hubungan pekerjaan yang mengunakan kewenangan 

yang ia miliki secara menyimpang yang bertentangan dengan tujuan dari 

diberikannya wewenang dari hubungan pekerjaan tersebut. Berdasarkan Pasal 

374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah melarang terhadap pelaku 

tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja. 

Kenyataanya di wilayah hukum Kepoisian Resor Indragirir Hilir masih 

banyak terjadi kasus tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja. 

Perbuatan pelaku tersebut dapat menyebabkan kerugian yang signifikan, 

merusak reputasi perusahaan, dan mengganggu hubungan bisnis. Dalam 

proses penyidikan tidak semua kasus tersebut ditindak lanjuti dengan baik 

oleh kepolisian atau perusahaan. Terkadang, ada praktik korupsi dan 

pelanggaran hak asasi manusia.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menambah wawasan 

tentang Penyidikan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan kerena 

hubungan kerja dan Penyimpangan dalam proses penyidikan tindak pidana 

penggelapan dengan pemberatan kerena hubungan kerja di wilayah hukum 

kepolisian resor Indragiri Hilir. 

Jenis penelitian ini yaitu Hukum Sosiologis. Sifat dalam penelitian ini 

yaitu Deskriptif. Analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik 

pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan studi pustaka, serta 

dalam penarikan kesimpulan secara induktif. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas 

permasalahan yang ada, penyidik kepolisian resor Indragiri Hilir dalam 

melakukan penyidikan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan kerena 

hubungan kerja berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum acara 

Pidana, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian resor Indragiri Hilir hanya 

bersifat represif saja kerena penanggulangan tindak pidana secara preventif 

sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana penggelapan 

dengan pemberatan kerena hubungan kerja. Dalam penyidikan terhadap kasus 

tindak pidana penggelapan dengan pemberatan kerena hubungan kerja 

terdapat penyimpangan mulai dari kegiatan penyelidikan, pemeriksaan, 

penangkapan, penahanan,penggeledahan,penyitaan,penetapan tersangka, 

penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut umum, 

yakni seperti Pemeriksaan saksi, Penyalahgunaan wewenang, pemeriksaan 

tersangka, dan Pengumpulan bukti. 

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Penggelapan Karena Hubungan 

Kerja. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tindakan pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan atau melanggar 

hukum. Salah satu perbuatan tindak pidana yaitu tindak pidana penggelapan. 

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan 

menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa 

sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan 

untuk tujuan lain yang sifatnya merugikan atas harta benda milik orang lain.
1
  

Tindak pidana penggelapan sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala 

bidang bahkan pelakunya diberbagai masyarakat lapisan bawah sampai 

masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang 

berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut 

hilang karena lemahnya suatu kejujuran.
2
 

Tindak pidana Penggelapan diatur di dalam Pasal 372 - 377 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Unsur – unsurnya dalam tindak pidana penggelapan 

meliputi suatu barang, benda atau uang yang dibawah kekuasaan   untuk   dijaga  

atau   digunakan   dengan   kepentingan  yang  telah ditentukan, namun orang 

tersebut menggelapkan dengan mengakui sebagi hak miliknya seluruh atau 

sebagian. Namun dalam penelitian ini peneliti akan membahas tindak pidana 

                                                             
1
 Anhar, ―Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan 

Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 12/pid. 

b/2009/pn. pl),‖ Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 2, no. 1 (2014), h. 2. 
2
 Jamhir, Mustika Alhamra. "Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif Ditinjau 

Menurut Hukum Islam." Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum 8.1 (2019). h.81. 



2 
 

 
 

penggelapan dengan pemberatan pada Pasal 374 KUHP. Didalam Pasal 374 

KUHP dijelaskan bahwa : 

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu 

karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah 

untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."
3
 

 

Pada dasarnya perbuatan seseorang yang memiliki hubungan pekerjaan atau 

kedudukan yang mengunakan kewenangan atau hak yang ia miliki secara salah 

atau menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya 

wewenang dari hubungan pekerjaan tersebut. Serta melakukan perbuatan yang 

melawan hukum sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain ataupun 

instansi dengan cara menggelapkan baik berupa surat, barang, uang dan dokumen. 

Maka hal itu disebut dengan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja.
4
 

Tindak penggelapan karena hubugan kerja dapat dilakukan oleh pihak yang 

berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan, namun pada umumnya 

dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena 

biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada 

di dalam perusahaan tempat ia bekerja, sehingga bukanlah hal yang sulit untuk 

melakukan tindak penggelapan. Setiap perusahaan atau institusi apapun juga 

rentan akan terjadinya penggelapan, terlebih-lebih dalam perusahaan. 

Penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja menambah dimensi 

serius dalam tindak pidana penggelapan, karena pelaku menyalahgunakan 

                                                             
3
 R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 

h. 239–240. 
4 Kemal Rafsanjani. ―Analisis Yuridis Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Penggelapan 

Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 91/PID. B/2020/PN. TBH).‖ Diss. Universitas Islam 

Riau, 2022. h. 10 
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kepercayaan atau kedudukan khusus yang dimilikinya dalam konteks hubungan 

kerja. Hukum biasanya mengatasi tindak pidana semacam ini dengan ancaman 

pidana yang lebih berat dibandingkan dengan penggelapan biasa, mengingat 

adanya penyalahgunaan kepercayaan dan kerugian yang lebih besar yang dapat 

ditimbulkan dalam konteks hubungan kerja.
5
 

Keberhasilan dalam mengungkap suatu tindak pidana tergantung dari proses 

penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya penyidik. 

Baik buruknya suatu penyidikan sangat tergantung pada cara-cara menanganinya. 

Penyidikan yang baik hasilnya telah diuji dengan hukum pembuktian menurut 

undang-undang, akan sangat membantu pada berhasilnya pekerjaan penuntutan.
6
 

Penyidikan diatur di dalam Pasal 102 - 136 Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP). Didalam Pasal 1 ayat 2 KUHAP dijelaskan bahwa : 

“Penyidikan adalah serangkaian kegiatan tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.”
7
 

 

Penyidikan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan 

kerja adalah proses penyelidikan oleh kepolisian untuk mengumpulkan bukti 

terkait adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dengan 

memanfaatkan hubungan kerja yang dimilikinya dengan korban. Penyidikan 

dilakukan setelah adanya laporan atau pengaduan dari korban atau pihak lain yang 

                                                             
5
 Pitoy, Christian Daniel. "Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana 

Penggelapan Aset Perusahaan." Lex Administratum Vol.10.2 (2022). h. 90 
6 Murtandho, Muhammad. ―Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan 

Dalam Jabatan (Studi Kasus Polsek Genuk Semarang).‖ Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang, 2022.h.4 

 
7
 Redaksi Sinar Grafika, KUHAP dan KUHP (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h.199 
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memiliki informasi mengenai dugaan tindak pidana penggelapan tersebut. Polisi 

akan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, seperti mencari dan 

memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan melakukan penangkapan 

jika pelaku sudah diketahui identitasnya.
8
 

Dalam proses penyidikan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan 

karena hubungan kerja, para penyidik harus memastikan bahwa setiap orang yang 

terlibat dalam kasus tersebut diproses secara adil dan sesuai dengan hukum yang 

berlaku. Pihak terkait juga harus memperhatikan hak-hak korban dalam proses ini, 

serta memastikan bahwa pelaku kejahatan menerima hukuman yang setimpal 

dengan perbuatannya. Kasus penggelapan dengan pemberatan karena hubungan 

kerja dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan atau organisasi 

yang menjadi korban. Oleh karena itu, peran kepolisian dalam penyidikan kasus-

kasus ini sangat penting untuk dilakukan guna menegakkan hukum, memastikan 

keadilan bagi korban, dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa 

depan.  

Kasus tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan 

kerja ini sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir dan 

penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja ini melibatkan 

pelanggaran kepercayaan yang lebih besar karena hubungan khusus antara pelaku 

dan korban. Tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian yang signifikan, 

merusak reputasi perusahaan, dan mengganggu hubungan bisnis. Berdasarkan 

                                                             
8
 Yoan Firdiza, ―Proses Penetapan Tersangka Terhadap Kasus Tindak Pidana 

Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Di Kepolisian Daerah Jambi.‖ Universitas Batanghari, 

2022. h.10 
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam Pasal 374 KUHP tentang tindak 

pidana penggelapan dengan pemberatan, telah melarang dan mengancam dengan 

ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun terhadap pelaku tindak 

pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja. Namun dalam 

kenyataannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir tindak pidana 

tersebut masih saja banyak terjadi terhadap kasus tindak pidana penggelapan 

dengan pemberatan karena hubungan kerja. Hal ini juga diperkuat dengan 

berdasarkan data jumlah kasus tindak pidana penggelapan dengan pemberatan 

karena hubungan kerja dari Polres Indragiri Hilir. 

Tabel I.1 

Jumlah Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Karena 

Hubungan Kerja Dari Tahun 2020–2023. 

 

No Tahun 
Jumlah Kasus Tindak Pidana Penggelapan 

Dengan Pemberatan Karena Hubungan Kerja 

1 2020 5 

2 2021 2 

3 2022 2 

4 2023 3 

Sumber Data: Polres Indragiri Hilir 2023 

Berdasarkan pada data tabel diatas menunjukan bahwa pada tahun 2020 

terdapat 5 kasus, tahun 2021 terdapat 2 kasus, tahun 2022 terdapat 2 kasus dan 

pada tahun 2023 terdapat 3 kasus terhadap tindak pidana penggelapan dengan 

pemberatan karena hubungan kerja di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri 

Hilir yang sudah terungkap sedangkan kasus yang belum terungkap atau laporan 
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yang dilaporkan ke Kepolisian Resor Indragiri Hilir masih seringkali terjadi 

terhadap kasus tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan 

kerja. Dalam kasus penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja, 

penyidikan dapat menjadi lebih rumit karena adanya hubungan kerja yang dapat 

mempersulit pengumpulan bukti-bukti yang kuat atau bukti yang bersifat sah 

dimata hukum serta keterangan dari saksi-saksi. Selain itu, faktor emosional atau 

hubungan personal antara pelaku dan korban juga dapat mempengaruhi jalannya 

penyidikan. 

Bahwa diduga kasus tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena 

hubungan kerja berdasarkan LP/B/03/1/2023/RES INHIL atas nama terdakwa Ir. 

Partogi Hamonongan L. Tobing (31), warga Desa Kota Baru, Kec. Keritanng, 

Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang dilaporkan melakukan penggelapan uang 

hasil panen kelapa sawit pada PT. ASI ( Agro Sarimas Indonesia ) di tempatnya ia 

bekerja sebagai Area Manager pada PT. ASI ( Agro Sarimas Indonesia ). Yang 

diketahui terjadi pada hari selasa tanggal 01 November 2022, sekira pukul 13.00 

WIB di kebun Afdeling 3 PT. ASI ( Agro Sarimas Indonesia ) di Desa Sencalang, 

Kec. Keritanng, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kasus penggelapan ini 

sendiri, berawal ketika pelaku diketahui melakukan panen TBS kelapa sawit 

diareal kebun di PT. PT. ASI ( Agro Sarimas Indonesia ) tepat nya di Afdeling 3. 

Terdakwa Mengumpulan hasil panen kelapa sawit dan memindahkan sebagian 

atau seluruh hasil tersebut ke tempat lain tanpa memberikan laporan atau 

pembayaran yang sesuai kepada PT. ASI ( Agro Sarimas Indonesia ). Terdakwa 

menjual hasil panen tersebut secara ilegal dan memperoleh keuntungan pribadi. 
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Atas kejadian tersebut menyebabkan PT. ASI ( Agro Sarimas Indonesia ) 

mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.002.136.600,- ( Delapan Milyar Dua Juta 

Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah). 

Pelaku tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan 

kerja dipandang sebelah mata oleh pihak yang terkena dampak karena terkait 

dengan hubungan kerja. Hal ini dapat mengakibatkan minimnya laporan atau 

tindakan hukum dari pihak korban, yang pada akhirnya dapat memperkuat 

perilaku kriminal ini di masyarakat. dan tidak semua kasus tersebut ditindak 

lanjuti dengan baik oleh kepolisian atau perusahaan. Terkadang, ada praktik 

korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penyidikan yang dapat 

mempengaruhi keadilan bagi korban. Selain itu, masih ada kendala dalam 

koordinasi antar instansi terkait, kurangnya sumber daya dan anggaran, serta 

kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap perilaku buruk atau tidak etis 

dari karyawan atau pegawai.  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis ingin melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai " Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan 

Dengan Pemberatan Karena Hubungan Kerja Di Wilayah Hukum 

Kepolisian Resor Indragiri Hilir. " 

B. Batasan Masalah 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih 

terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan 
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tercapai. Adapun batasan masalah ini adalah terkait dengan penggelapan dengan 

pemberatan dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah yang akan 

diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan 

Karena Hubungan Kerja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri 

Hilir ? 

2. Apa Saja Penyimpangan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana 

Penggelapan Dengan Pemberatan Karena Hubungan Kerja Di Wilayah 

Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir ? 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan 

dan manfaat dari penelitian ini  adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk Mengetahui Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dengan 

Pemberatan Karena Hubungan Kerja Di Wilayah Hukum Kepolisian 

Resor Indragiri Hilir. 

b. Untuk Mengetahui Penyimpangan Dalam Proses Penyidikan Tindak 

Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Karena Hubungan Kerja Di 

Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 
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1) Penelitian ini dapat memberikan acuan bagi aparat penegakan 

hukum dalam menangani perkara tindak pidana penggelapan 

dengan pemberatan karena hubungan kerja serta meningkatkan 

kemampuan analitis dan kritis dalam membahas masalah hukum. 

2) Dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dalam hal menjawab 

keingintahuan pada masalah yang penulis teliti, Selain itu, 

penelitian ini juga dapat mendukung perkembangan ilmu hukum 

secara umum dan khususnya dalam bidang hukum pidana. 

b. Manfaat Praktis 

1) Untuk dapat menjadi masukan kepada pembaca dan masyarakat 

tentang penyidikan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan 

karena hubungan kerja. 

2) Penelitian ini dapat menambahkan sumber referensi bagi para 

mahasiswa dan akadimisi yang ingin mempelajari masalah hukum.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori Penyidikan  

1. Penyidikan 

Dalam Pasal 1 Butir (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa : 

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"
9
 

 

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari 

dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka. Tahap penyidik 

merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang 

harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya 

dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan 

tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan 

yang mengatur mengenai tindak pidananya.
10

 

Menurut Yahya Harahap, ― Penyidik adalah yang sesuai dengan cara 

yang diatur dalam undang- undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, 

dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang 

                                                             
9
 Sinar Grafika Redaksi, Op.Cit, h.199. 

10 Hibnu Nugroho, Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Jakarta: 

Media Prima Aksara, 2012), h.67 
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terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak 

pidananya.‖
11

 

Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik 

apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut 

dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Dan 

menurut Pasal 1 Angka 1 KUHAP jo Pasal. 1 Angka 10 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat 

Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu 

yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan 

penyidikan.
12

 

Menurut R. Soesilo, dalam bidang reserse kriminal, penyidikan itu 

biasa dibedakan sebagai berikut : 

a. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, 

pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari 

tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal 

permulaan dan penyelesaiannya; 

b. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan 

yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminal Polri 

yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana. 

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, 

                                                             
 11 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan 

Penuntutan,cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 1995. h.15 
12 Riadi Asra Rahmad, Hukum acara pidana (Depok: Rajawali Pers, 2019), h.32 
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sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum 

(pidana) yang bersifat represif. Tindakan tersebut dilakukan 

adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan 

dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat 

mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka 

melakukan tindak pidana tersebut. Tindakan-tindakan pertama 

tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, 

yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar benar 

terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke 

pengadilan untik dijatuhi pidana; 

c. Menjalani pidana yang dijatuhkan itu suatu proses penyidikan 

dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat 

Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang 

berwenang di instansi penyidik. Setelah pihak Kepolisian 

menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa 

tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga 

merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar 

tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, 

dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebutadalah sebagai 

jaminan terhadap perlindungan nak-hak yang dimiliki oleh pihak 

tersangka.
13

 

                                                             
13

 Hamid, Hamrat dan Harun Hussein, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang 

Penyidikan (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), h. 23 
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2. Fungsi Penyidikan 

Fungsi penyidikan yaitu untuk menemukan bukti dan memperkuat 

dugaan. Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya 

bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang 

sesungguhnya telah terjadi dan bertugas mambuat berita acara serta 

laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Penyidik 

menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik 

Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang 

khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik 

pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 

KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik 

pembantu disamping penyidik.
14

  

Dengan demikian penyidikan diantaranya harus dijalankan untuk 

melindungi harkat dan martabat pelaku tindak pidana. Penyidikan 

merupakan upaya perlindungan harkat dan martabat tindak pidana dan 

tindakan sewenang-wenangan aparat penegak hukum, atau dari tindakan 

main hakim sendin yang dilakukan oleh masyarakat, serta reaksi-reaksi yang 

bertentangan dengan hukum. 

3. Penyidik 

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) 

atau Pejabat Pegawai Negeri Sipi (PPNS) tertentu yang diberi wewenang 

                                                             
14

 Marpaung Laden, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), 

Jakarta: Sinar Grafika, 2009. h. 12 
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khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 Ayat (1) 

KUHAP) Dalam proses penyidikan, yang berhak melakukan penyidikan 

adalah Pejabat Penyidik Seorang penyidik melakukan penyidikan adalah 

dalam usaha menemukan alat bukti dan barang bukti, guna kepentingan 

penyidikan dalam rangka membuat suatu perkara menjadi jelas terang dan 

untuk mengungkap atau menemukan tersangka kejahatan. Dari pengertian 

tersebut di atas, dapat ditarik dua unsur penyidik, seperti tercantum dalam 

Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP, yaitu: 

a. Penyidik adalah : 

1) Pejabat Polisi Negara Indonesia; 

2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 

oleh undang-undang. 

b. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) 

akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Di dalam Pasal 6 

KUHAP tersebut di atas telah ditentukan mengenai instansi atau 

kepangkatan seorang pejabat penyidik adalah : 

1) Pejabat Peyidik Polisi Untuk melakukan penyidikan, pejabat penyidik 

polisi harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 6 Ayat (2) KUHAP. Mengenai kedudukan dan kepangkatan 

pejabat penyidik kepolisian diatur dalam peraturan pemerintah yaitu 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan 

KUHAP. Penyidik POLRI adalah pejabat Ajun POLRI tertentu paling 
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rendah Pembantu Letnan Dua (Inspektur Polisi II AIPDA) yang 

ditunjuk oleh KAPOLRI.  

2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyulik Pegawai Negeri Sipil 

adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu paling rendah 

berpangkat golongn II/b yang diangkat oleh menteri Kehakiman atas 

usul dari Departemen yang membawahi PPNS yang bersangkutan yang 

mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik Pada dasarnya 

wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan pidana 

khusus. yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang 

penyidikan pada salah satu pasalnya. Sehingga hanya terbatas 

sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undangundang 

khusus tersebut. 

c. Penyidik Pembantu 

Menurut Pasal 1 Angka 3 jo Pasal 10 Ayat 1 KUHAP jo Angka 12 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud penyidik 

pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang 

diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan didalam Pasal 1 Angka 12 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, bahwa 

penyidik pembantu adalah "pejabat polisi Negara Republik Indonesia 
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berdasarkansyarat kepangkatan dan diberi wewenang tertenu dalam 

melakukan tugas penyidik yang diatur dalam Undang-Undang.
15

 

Untuk menunjang tugas utama penyidik agar berjalan dengan lancar, 

maka penyidik diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya. 

seperti yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1), yang berbunyi: "Penyidik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a karena kewajibannya 

mempunyai wewenang : 

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana; 

2. Melakukan undakan pertama pada saat ditempat kejadian; 

3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 

pengenal tersangka; 

4. Melakukan petungkapan, penahanan. pengeledahan, dan 

penyitaaan; 

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 

7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 

ataupun saksi; 

8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara; 

9. Mengadakan penghentian penyidikan; 

                                                             
15 Riadi Asra Rahmad, Op.Cit. h.33 
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10. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung 

jawab. 

B. Teori Tindak Pidana 

1. Tindak Pidana  

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu Strafbaar Feit 

yang terdiri dari tiga suku kata yaitu Straf yang diterjemahkan sebagai 

pidana atau hukum, kata baar yang diterjemahkan dapat atau boleh, dan kata 

Feit yang diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran atau 

perbuatan.16 

Moeljatno menerjemahkan istilah "Strafbaar Feit" dengan perbuatan 

pidana. Menurut pendapat beliau istilah "perbuatan pidana" adalah 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai 

ancaman hukuman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 

yang melanggar larangan tersebut.
17

 

Menurut Roeslan Saleh, ―Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang 

oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak 

dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum 

masyarakat―. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti yang 

menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan 

yang dicita-citakan masyarakat.
18

 

                                                             
16

 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2001), h. 69. 
17

 Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana (jakarta timur: Sinar Grafika, 2011), h. 97. 
18

 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2012), h. 8. 
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Menurut Erdianto Effendi, "Tindak pidana adalah suatu perbuatan 

yang dilakukan oleh manusia yang dapt bertanggungjawab yang mana 

perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-

undang yang diben sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk 

membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah 

apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak‖.19 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Didalam tindak pidana terdapat Unsur-unsur tindak pidana adalah 

sebagai berikut: 

a. Unsur perbuatan manusia. 

1) Perbuatan (feir), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat 

luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan 

apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka 

tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-

perbuatan itu dikemudian dari yang lain; 

2) Perbuatan (feir), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. 

Contoh: seseorang di tuntut melakukan perbuatan penganiayaan yang 

menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan 

atas dasar sengaja melakukan pembunuhan karena ini lain dari pada 

"penganiayaan yang mengakibatkan kematian;  

3) Perbuatan (feir), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari 

unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka 

                                                             
19

 Erdianti Effendi, Hukum Pidana Indonesia (Bandung: PT. Refika Aditama,  2011), h. 97. 
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ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat 

dihindari. 

b. Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijk) 

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak 

sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu 

kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu 

sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu 

"onrechtmatigedand" yang berarti perbuatan melawan hukum. 

c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. 

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila 

perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi 

disamping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman. 

Apabila perbuatan itu tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan 

tersebut belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. 

d. Perbuatan itu harus terjadai karena kesalahan (schuld) si pembuat 

Kesalahan berkaitan erat dengan niat seseorang dalam melakukan 

suatu perbuatan. Untuk dapat dipidana, seseorang harus melakukan 

perbuatan yang dilarang disertai dengan niatnya. Apabila seseorang 

melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tetapi dalam hatinya sama 

sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan itu, maka di sini unsur 

kesalahan tidak dipenuhi, dan dengan sendirinya ia tidak dapat dipidana. 

Sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwa kesalahan itu meliputi 

tiga hal yaitu:" 
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a. Sengaja; 

b. Kelalaian (culpa); 

c. Dapat dipertanggungjawabkan.20 

Menurut E. Mezger yang mendefinisikan tindak pidana secara singkat 

yakni, keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dari definisi tersebut, unsur-

unsur tindak pidana ialah: 

a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau 

membiarkan);  

b. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun yang 

bersifat subjektif); 

c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang; 

d. diancam dengan pidana.21 

Selanjutnya Moeljatno mengatakan meskipun perbuatan pidana pada 

umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun 

adakalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat 

melawan hukum yang subyektif adalah unsur yang terdapat dalam diri 

pelaku tindak pidana yaitu meliputi: kesengajaan, kealpaan, niat, maksud, 

dengan rencana lebih dahulu, dan perasaan takut. 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu 

sebagai berikut: 

                                                             
20

 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: PT Tiara, 1994), h. 103. 
21

 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h.41. 
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a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat 

dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam buku III; 

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil 

(formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materiel delicten); 

c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana 

sengaja (doleus delicien) dan tindak pidana tidak dengan sengaja 

(culpose delicten); 

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana 

aktif positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta 

commissionis) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak 

pidana omisi (delicia omissionis); 

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan 

antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam 

waktu lama atau berlangsung lama berlangsung terus; 

f. Berdasakan sumbemya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan 

tindak pidana khusus; 

g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak 

pidana communia yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan tindak 

pidana propria yang dapat dilakukan oleh orang memiliki kualitas pribadi 

tertentu; 

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka 

dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak pidana 

aduan (klacht delicten); 
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i. Berdasarkan berat-ringannya pidan yang diancamkan, maka dapat 

dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten), 

tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak 

pidana diperingan (gepriviligieerde delicten); 

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana 

tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang 

dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap 

harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, 

terhadap kesusilaun dan lain sebagainya; 

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, 

dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan 

tindak pidana berangkai (samengestelde delicten).22 

C. Teori Tindak Pidana Pengelapan 

1. Tindak Pidana Penggelapan 

Penggelapan diatur dalam Buku II KUHPidana dalam Bab XXIV 

yang merupakan terjemahan dari Verduistering dalam bahasa Belanda. 

Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang 

lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu tindakan kejahatan. 

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 

yang dirumuskan sebagai berikut: Barang siapa dengan sengaja dan 

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 

                                                             
 
22

 Sismawati, ―Upaya Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang 

Ditinjau dari Pasal 372 KUHP dan Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jeneponto)‖ 

(Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h. 37–38. 
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adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan 

karena kejahatan, maka diancam karena penggelapan, dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan 

ratus rupiah.23 

Menurut R. Soesilo, ―Penggelapan merupakan tindak kejahatan yang 

mirip dengan pencurian menurut Pasal 362. Perbedaan antara kedua tindak 

pidana tersebut adalah bahwa dalam pencurian, barang yang dimiliki masih 

harus diambil oleh pelaku, sementara dalam penggelapan, barang sudah ada 

di tangan pelaku dan tidak diambil melalui tindak kejahatan. Jadi dapat 

diartikan bahwa penggelapan adalah suatu perbuatan menyimpang yang 

menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan padanya dan awal 

barang itu berada ditangannya bukan karena dari hasil kejahatan.24 

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua 

macam yaitu unsur objektif yaitu: 

1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku yang dapat 

berupa: 

a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat; 

b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil; 

c. Keadaan atau masalah-masalah yang berupa suatu keadaan yang 

dilarang atau diancam oleh undang-undang. 
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PERDATA, 1 ed. (Jakarta: Visimedia, 2015), h. 84. 
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2. Unsur Subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku yang 

berupa : 

a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap 

perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggung jawab); 

b. Kesalahan atau schuld.  

Berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab di atas, 

persoalannya adalah kapan seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung 

jawab apabila dalam diri orang tersebut memenuhi tiga syarat yaitu  

a. Keadaan jiwa seseorang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat 

mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilaidari 

akibat perbuatannya itu; 

b. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan 

kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan; 

c. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mano 

yang yang tidak dilarang oleh undang-undang.25 

2. Jenis-Jenis Penggelapan  

Adapun jenis-jenis penggelapan berdasarkan Pasal 372 sampai dengan 

Pasal 375 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai 

berikut: 

a. Penggelapan Biasa 

Penggelapan biasa ini diatur dalam Pasal 372 KUHP yang di 

jelaskan bahwa :  
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 Tongat, Hukum Pidana Materiil (Malang: UMM Press, 2015), h. 3–4. 
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"Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak 

sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk 

kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan 

karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman 

penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun."
26

 

 

Penggelapan ini suatu perbuatan "memiliki" dengan unsur-unsur 

diantaranya :  

1) Wujud menggelapkan adalah membelanjakan kepentingan lain dari 

maksudpenguasaan atau titipan yang sebenarnya atas uang atau barang 

tersebut;  

2) Penguasaan atas uang atau barang tersebut dikehendaki oleh pelaku 

itu sendiri, bukan dari orang lain; 

3) Penguasaan tersebut dikarenakan pelaku itu memiliki jabatan dalam 

sebuah perusahaan atau instansi; 

4) Penguasaan tersebut karena sebab yang sah bukan karena sebab 

melawan hukum.27 

b. Penggelapan Ringan 

Penggelapan ringan ini diatur dalam Pasal 373 KUHP yang di 

jelaskan bahwa :  

"Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 373, apabila yang 

digelapkan  bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus 

lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan 

pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling 

banyak Sembilan ratus rupiah.”
28
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Penggelapan ini menjadi ringan akibat objeknya bukan merupakan 

hewan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp 250. Penjelasan dari hewan 

ternak tersebut. dalam KUHP pada Pasal 101 yang mengartikan ternak 

sebagai hewan yang berkuku satu, pemamah biak dan babi, atau dengan 

kata lain seperti kuda, sapi atau kerbau dan kambing. Mengenai nilai yang 

tidak lebih dari Rp 250 tersebut adalah nilai menurut umumnya bukan 

menurut korban atau petindak orang tertentu.  

c. Penggelapan Dengan Pemberatan 

Penggelapan dengan pemberatan ini diatur dalam Pasal 374 KUHP 

yang di jelaskan bahwa :  

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang 

itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena 

mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun."
29

 

 

Dalam pasal ini, penggelapan dikategorikan sebagai penggelapan 

berat diakibatkan oleh unsur-unsur khusus yang memberatkan yaitu 

adanya hubungan kerja, sebagai mata pencaharian dan mendapat upah 

atas pekerjaannya. 

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadi tindak pidana 

penggelapan dengan pemberatan antara lain : 

1. Kesempatan: Karyawan atau pegawai yang bertanggung jawab atas 

barang atau uang memiliki akses dan kesempatan untuk mengambil 

atau menggelapkan barang atau uang tersebut; 

                                                             
29 Ibid. h. 126. 
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2. Masalah keuangan: Karyawan atau pegawai yang memiliki masalah 

keuangan seringkali tergoda untuk mengambil atau menggelapkan 

barang atau uang milik perusahaan atau atasan mereka; 

3. Kurangnya pengawasan: Karyawan atau pegawai yang tidak diawasi 

dengan ketat oleh atasan mereka dapat dengan mudah mengambil atau 

menggelapkan barang atau uang perusahaan; 

4. Kurangnya etika kerja: Karyawan atau pegawai yang tidak memiliki 

integritas atau etika kerja yang baik cenderung lebih mudah 

melakukan tindakan penggelapan; 

5. Tekanan kerja: Karyawan atau pegawai yang merasa tertekan dalam 

pekerjaan atau merasa tidak adil dalam penggajian mereka mungkin 

merasa bahwa penggelapan barang atau uang adalah cara untuk 

mengatasi masalah mereka; 

6. Kurangnya pengawasan internal: Kurangnya pengawasan internal dan 

kontrol terhadap tindakan karyawan atau pegawai dapat 

mempermudah terjadinya tindakan penggelapan.
30

 

d. Penggelapan Dalam Kalangan Keluarga 

Penggelapan dalam kalangan keluarga ini diatur dalam Pasal 375 

KUHP yang di jelaskan bahwa :  

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa 

disuruh menyimpan barang itu, atau wali, kurator, pengurus, orang 

yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang 
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sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang 

tersebut, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun."
31

 

 

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang 

dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang 

itu, atau wali, curator, pengurus, atau orang yang menjalankan wasiat, 

atau pengurus balai derma, tentangsuatu barang yang ada dalam 

tangannya karena jabatannya tersebut. 32 

Berdasarkan teori-teori yang disebutkan diatas, teori-teori tersebut 

merupakan landasan teori yang relavan dan dijadikan sebagai acuan dalam 

penelitian ini kerena memberikan dukungan yang kuat terhadap penelitian ini dan 

dapat membantu menjelaskan fenomena yang diteliti secara rinci. 

D. Penelitian Terdahulu  

Untuk menjaga orisinilitas penelitian, melakukan telah pustaka merupakan 

hal yang penting dalam proses penelitian. Tujuan dari telaah pustaka adalah untuk 

mengetahui keaslian karya ilmiah, karena suatu penelitian tidak dapat dimulai 

tanpa dasar dari penelitian yang telah ada. Penulis melakukan kajian pustaka 

sebelum melakukan penelitian agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini, penulis telah meneliti beberapa skripsi 

dan jurnal yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, seperti: 

1. Nurbaiti Syarif, Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung 

(2020), dengan judul "Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak 

Pidana Penggelapan" adalah bahwa penegakan hukum dilakukan 

                                                             
31

 Ibid.  
32

 P.A.F.Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, h. 134. 
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menggunakan sarana non penal dan penal. Penelitian ini membahas tindak 

pidana penggelapan secara umum. Sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan masalahnya pada penggelapan dengan pemberatan karena 

hubungan kerja.33 

2. Muhari Supa’at, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Jawa 

Tengah (2018) dengan judul "Proses Penegakan Hukum Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus 

Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim)" adalah bahwa tindak pidana 

penggelapan mobil dilakukan dengan cara rental dan penyidikan dilakukan 

berdasarkan laporan polisi. Dalam melakukan penyidikan tidak ada kendala 

yang berarti sehingga penyidikan berjalan lancar. Penelitian ini membahas 

masalah tindak pidana penggelapan barang, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan akan masalahnya pada penggelapan dengan pemberatan karena 

hubungan kerja.34 

3. Anri Sakti Muroswana, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatra 

Utara (2016) dengan judul "Kajian Hukum Tindak Pidana 

Penggelapan Uang Umroh (Studi Kasus Putusan No. 

1.300/Pid.B/2014/Pn.Mdn)" adalah penanggulangan terhadap terjadinya 

tindak pidana penggelapan disini berupa: Tindakan preventif yaitu tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan maksud untuk 

                                                             
33

 Nurbaiti Syarif, ―Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana Penggelapan‖. h. 

49. 
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 Muhari Supa’at, ―Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim),‖ Jurnal 

Hukum Khaira Ummah 13, no. 1 (2018). h.  213. 
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pencegahan agar tidak terjadinya satu kejahatan. Penelitian ini membahas 

masalah tindak pidana penggelapan Uang, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan akan masalahnya pada penggalapan dengan pemberatan karena 

hubungan kerja.
35 

Berdasarkan uraian diatas merupakan pembeda antara penulisan skripsi 

terhadulu yang ada terdapat pada tujuan dan pembahasan yang di teliti, oleh 

karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai 

Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan karena Hubungan 

Kerja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir. dengan melaksanakan 

penelitian dan menuangkan hasilnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Penelitian hukum 

empiris, dalam bahasa Inggris, disebut empirical legal research, dalam bahasa 

Belanda disebut dengan istilah empirisch juridisch onderzoek merupakan salah 

satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum 

dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan 

sebagai priaku nyata (actual behavior), dan merupakan penelitian hukum yang 

menganalisis dan mengkaji bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. 

Penelitian hukum ini dilakukan secara langsung turun ke lapangan untuk mencari 

data yang diperlukan.
36

 Karena peneliti hendak mengetahui penyidikan terhadap 

tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja di wilayah 

hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir. 

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang membutuhkan 

Populasi dan Sampel karna jenis penelitian ini menekankan pada aspek 

pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan 

serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Penelitian 

kualitatif menggunakan lingkungan yang menjadi penelitiannya sebagai sumber 

data. Maksudnya adalah data dan informasi lapangan ditarik makna dan 
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konsepnya melalui pemaparan deskriptif analitis tanpa harus menggunakan 

angka, sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi 

yang alami. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penelitian ini 

dimaksud untuk menjelaskan tentang data yang diperoleh seteliti mungkin dan 

menjelaskan tentang gejala-gejala lainnya. Yang selanjutnya diteruskan dengan 

upaya untuk menjawab pokok yang diteliti yaitu Penyidikan Tindak Pidana 

Penggelapan Dengan Pemberatan karena Hubungan Kerja Di Wilayah Hukum 

Kepolisian Resor Indragiri Hilir. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian 

hukum sosiologis, penelitian sosiologis adalah penelitian ilmiah yang merupakan 

peninjauan fenomena secara sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dipadu oleh 

teori dan hipotesis tentang fenomena yang terjadi. Penelitian sosiologis yaitu 

penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan melakukan pengamatan 

atau observasi dan dilanjutkan dengan wawancara.
37

   

C. Populasi Dan Sampel 

Populasi adalah sekelompok individu yang memenuhi persyaratan tertentu 

yang terkait dengan masalah penelitian. Populasi merupakan sumber informasi 

dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa kumpulan orang, benda (hidup atau 

mati), peristiwa, kasus-kasus, waktu atau tempat yang memiliki karakteristik dan 
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fitur yang sama.
38

 Jadi populasinya terdiri dari Penyidik Polres Indragiri Hilir dan 

Advokat. 

Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan peneliti 

dalam melaksanakan penelitian. Apabila populasinya besar peneliti tidak mungkin 

menelaah seluruh yang terdapat pada populasi,karena mempunyai keterbatasan 

dana,energi serta waktu, maka peneliti bisa memakai sampel yang diambil berasal 

dari populasi yang mewakili.
39

 Selama pengambilan sampel, peneliti telah 

menentukan karakteristik tertentu terlebih dahulu terhadap objek yang akan 

dijadikan sampel, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu 2 orang 

Penyidik Polres Indragiri Hilir dan 4 Advokat. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik Purposive Sampling. 

Dimana Purposive Sampling adalah salah satu teknik yang berkaitan dengan 

menentukan pengambilan sampel dan menentukan karakteristik tertentu yang 

sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab 

permasalahan penelitian.40  
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Tabel III.1 

Populasi dan sampel  

 

Sumber Data: Data Olahan Penelitian 2023 

D. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, 

karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh 

karenanya, sumber data menjadi beban pertimbangan dalam penentuan  metode 

pengumpulan data. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek 

penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung 

dengan melakukan observasi dan wawancara mengenai penyidikan tindak 

pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja di wilayah 

hukum kepolisian resor Indragiri Hilir. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia, yang diambil dari 

peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, buku-buku, jurnal, dan 

pendapat ahli yang berkaitan erat dengan penelitian ini. 

No 
Jenis populasi dan 

sampel 
Populasi Sampel Presentase 

1. Penyidik Polres Inhil 9 orang 2 orang 22,2 % 

2. Advokat 12 orang 4 orang 
33,2 % 

 Jumlah 21 orang 6 orang 
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3. Data Tersier 

Data tersier adalah data penunjang dari kedua data diatas yaitu data 

primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia 

kamus hukum, kamus bahasa inggris, dan lain sebagainya. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi (Pengamatan) 

Observasi merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan yang 

dilakukan di lokasi penelitian, yang dilakukan dengan cara mencatat, 

memotret, dan merekam keadaan dan kondisi serta peristiwa hukum sedang 

berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti aktif terlibat langsung di 

lapangan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Observasi dilakukan 

secara terarah dan terencana sesuai dengan tujuan penelitian yang telah 

ditetapkan. 

2. Wawancara  

Wawancara berfungsi untuk tanya jawab secara langsung antara 

peneliti dengan responden atau antara informan untuk mem peroleh 

informasi. Dalam penelitian ini tanya jawab diberikan kepada penyidik 

polres Indragiri Hilir dan advokat, guna mengetahui bagaimana penyidikan 

tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja dan 

apa saja penyimpangan dalam prosess penyidikan tindak pidana 

penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja. 

3. Studi Pustaka 
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Studi pustaka atau studi literatur merupakan cara penulis 

mengumpulkan sumber-sumber referensi yang terkait dengan masalah yang 

diteliti, antara lain buku, jurnal, dan lain-lain, untuk dapat melengkapi bahan 

penelitian. 

F. Analisis Data 

Dalam penelitian ini analisis yang dipakai adalah analisis deskriptif. 

Analisis deskriptif merupakan analisis yang mengambarkan karakteristik suatu 

fenomena yang menjadi perhatian khusus dalam penelitian. Dalam hal ini penulis 

menganalisis mengenai fakta-fakta dan data-data mengenai tindak pidana 

penggelapan dengan pemberatan karena hubungan kerja yang akan di hubungkan 

dengan teori-teori dan aturan-aturan yang ada, sehingga nantinya tercapai 

kesimpulan akhir. Alasan peneliti menggunakan deskriptif kualitatif sesuai 

dengan judul skripsi saya ―Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dengan 

Pemberatan Karena Hubungan Kerja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor 

Indragiri Hilir‖ karena ingin mendeskripsikan keadaan yang diamati dilapangan 

dengan spesifik. Dengan terjun ke lapangan dapat mengetahui dan memungkinkan 

sudut pandang baru yang bisa digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. 

 

 

 



 
 

73 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Penyidikan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena 

hubungan kerja yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor 

Indragiri Hilir berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. Langkah-langkah yang dilakukan penyidik Kepolisian Resor 

Indragiri Hilir dalam penyidikan tindak pidana penggelapan dengan 

pemberatan karena hubungan kerja adalah melakukan penyelidikan, 

penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tersangka, 

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penetapan 

tersangka dan yang terakhir penyelesaian dan penyerahaan berkas 

perkara ke Penuntut Umum. Upaya yang telah dilakukan oleh penyidik 

hanya merupakan upaya represif, tidak dibarengi dengan upaya 

preventif. 

2. Dalam proses penyidikan bermacam ragam tindakan dan perlakuan atau 

penyimpangan dalam proses penyidikan tindak pidana penggelapan 

dengan pemberatan karena hubungan kerja. Tindakan tersebut 

digambarkan mulai dari kegiatan penyelidikan, pemeriksaan, 

penggeledahan,penyitaan, penangkapan, penahanan, penyelesaian dan 

penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut yaitu seperti 

Pemeriksaan saksi, Penyalahgunaan wewenang, Pemeriksaan tersangka, 

dan penyimpangan yang paling berpengaruh dalam penyidikan sering 
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ditemui  pada  saat  melakukan  penyidikan  perkara  tindak  

penggelapan  
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dengan pemberatan kerena hubungan kerja adalah dalam pengumpulan 

bukti, kesalahan atau kelalaian penyidik yang terlalu lama bertindak 

sehingga pendukung atau alat bukti sudah tidak dapat ditemukan. 

B. Saran 

1. Diharapkan kedepannya Polres Indragiri Hilir berperan aktif dalam 

mencegah atau memberantas kasus tindak pidana penggelapan dengan 

pemberatan karena hubungan kerja di Kabupaten Indragiri Hilir dan 

hendaknya pihak Kepolisian Polres Indragiri Hilir melakukan 

kerjasama dengan para tokoh masyarakat dan pihak perusahaan untuk 

dapat membantu memberikan kesadaran hukum terhadap pelaku tindak 

pidana penggelapan dengan pemberatan kerena hubungan kerja 

tersebut. 

2. Untuk pihak perusahaan hendaknya lebih selektif lagi dalam 

memberikan kepercayaan penuh atau kewenangan terhadap karyawan 

dalam pekerjaan dan hendaknya pihak perusahaan untuk melakukan 

audit keuangan perusahaan secara berkala agar seluruh kegiatan 

mengenai keuangan dapat terkontrol dengan baik. 
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